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terhadap produk makanan yang akan dibeli. Dengan patuhnya 

pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan akan 

tercipta dan terwujudnya iklim yang sehat serta baik antara pelaku 

usaha dan konsumen.  

2. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan 

peraturan yang ada apabila konsumen merasa dirugikan. 

Pemerintah pun sebagai lembaga yang mengawasi peredaran 

makanan diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia 

(SDM) agar pengawasan terhadap makanan yang dijual dapat 

dilakukan secara merata mengingat luasnya wilayah yang ada. 

Pemerintah juga diharapkan memberikan sanksi yang tepat bagi 

pelaku usaha sebagai upaya pertanggung jawaban atas konsumen 

yang dirugikan. 
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